
2. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2013 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di

Provinsi Sulawesi Tenggarara (Lembaran Negara RI

Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 5415);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a,

dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Bupati

Konawe Kepulauan tentang Pedoman Penggunaan Dana

Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 17 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan

Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe

Kepulauan tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap

Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA SlAP PAKAI
PADA STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

TENTANG

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2016

BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



•

!(1717Z;.rotnojq 1710Z; unqe.L B~SgUOPUI

:>t!lqndgcr B.IBSgN UB.IBqm;}']) qe.IgBQ UBqBluI.Igmgd

SUBlUgl 1710Z; unqe.L £Z; .rotnojq ill ~UBpUn-SUBpUn '£

!(gZ;g17
.rotnojq B!sO}uopuI :>t!lqndgcr B.IBSgN trareqtno-j treqeqIDB.L

'Z;17 .rotnotr gOOZ; unqe.L B~SgUOPUI }frrqndgcr B.IBSgN

UB.IBqm;},]) BUB:>Ugg UB~UBI~UBUgd treB.IB~UglgAUgd

~UBlUgl gOOZ; unqe.L 1 Z; .IomoN qBlU!.Igmgd UB.ItllB.Igd '17

!(6Z;g17 .rotnojq B!SgUOPUI

:>mqndgcr B.IB8gN trareqmo-j traqequrej, '£17 .romotr

gOOZ; unt:(B.L BISgUOPUI :>t!Iqndgcr B.IB~gN UB.IBqmg'1)

BUB:>Ugg trarutreq UBBIOIg~Ugd trep treBUBPUgd

~UBlUgl gOOZ; urrqaj, Z;Z; .rotnojq qBlUI.Igmgd UB.InlB.Igd 'S

'BUB:>UggUB~treI~UBUgd TBuo~sBNtrepBg

~UBlUgl gOOZ; unqaj, g .rotnojq UgPJSg.Id tre.ItllB.Igd·9

-YOO.N~a: J,WflHVa .NYYavml SflJ,'YJ,S
'Yavd ~d ~S 'Y.NYa .NYY.NflOO.N3d .NYWOa3d
OOJ,.N3J, Ofl'Y'Ifldml 3A1'Y.NOll IJ,'YdflS: .NWflJ,W3d : tre}fdBlgUgW

'~ tre.InlB.Igd !.IBPUIDfttl3S!rugl }{8P!l ~treA tre~Bq

ue}{8dn.zgm ~treA 'Btre:>Ugg trarutraq UBBIOIg~Ugd trep

uBBtrepUgd 8trelUgl gOOZ; trnqej, Z;Z; .rotnojq qBlU!.Igmgd

UB.ItllB.Igd (£) lBAB L1 lBSBd !.IBP treBUBS}{8Igd tre}{Bdn.zgm

qBTBPB !ll~ !B}{8d dB~S BtreQ UBBU~Ugd tretnopo.j

t PS'8d

: NYXSflJ,flW3W

'Btre:>Ugg lB.In.rnQ treBPBg)l

srumg BPBd !B}{8d dB!S BtreQ BU~Ugd trap BUBS}{8Pd

~q trance tre}{8dn.zgm '1 TBsBd IDBTBP pnsxamtp

Btrem!B~BqgS !B}{8d dB!S BtreQ UBBU~Ugd tranropo.j

~ PS'8d



SAINUL, S8, MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2016, NOMOR : 5)
Salinan sesu dengan aslinya
Kepala Bagi Hukum Setda
Kabupaten nawe Kepulauan

Pasa13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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a. Di dalam Pasal 1 angka 19 disebutkan bahwa Status Keadaan

Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh

Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi

Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

b. Di dalam Pasal 50 disebutkan bahwa dalam hal Status Keadaan

Darurat Bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan

Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai

kemudahan akses.

c. Pasal 6 huruf f menyatakan bahwa tanggung jawab Pemerintah

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi antara

Bencana

A. Latar Belakang

Bencana baik karena faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor

manusia selalu mendatangkan kerugian, kerusakan, penderitaan, dan

korban jiwa. Dengan meningkatnya kejadian bencana di berbagai daerah

di Indonesia baik frekuensi, intensitas, maupun dampaknya, hal

tersebut memerlukan penanganan secara terkoordinasi, terencana, dan

terpadu. Penanggulangan bencana pada status keadaan darurat

bencana (status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke

pemulihan) harus dilakukan secara cepat dan tepat yang menuntut

pengambilan keputusan secara cepat dan tepat pula untuk

mencegahjmengurangi jatuhnya korban jiwa serta meluasnya dampak

bencana. Hal tersebut memerlukan fasilitas pendukung yang memadai.

Di pihak lain, proses pencairan dana penanggulangan bencana

konvensional memerlukan jangka waktu tertentu yang' tidak sesuai

untuk diterapkan pada status keadaan darurat bencana. Olehkarena itu

Pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan Dana Siap Pakai yang

digunakan pada status keadaan darurat bencana, sebagaimana

dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

BABI
PENDAHULUAN

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA SlAP PAKAI
PADA STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

PERATURANBUPATIKONAWEKEPULAUAN
11 TAHUN2016
7 MARET2016

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
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Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan

Darurat Bencana ini disusun sebagai acuan bagi pengelola dan

pengguna Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana.

B. Tujuan

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

a. Pasal 23 ayat (1)beserta penjelasannya menyatakan bahwa Status

Keadaan Darurat Bencana dimulai sejak status siaga darurat,

tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

b. Pasal-pasal lainnya yang terkait yaitu Pasal 21, 23 ayat (1), Pasal

25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 39 ayat (3), Pasal

41, Pasal42, Pasal43, Pasal44, dan Pasal45.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan

Pengelolaan Bantuan Bencana

a. Di dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b beserta penjelasannya

disebutkan bahwa dana siap pakai digunakan juga dalam status
keadaan darurat.

b. Pasal-pasallainnya yang terkait yaitu Pasal 1, Pasa14, Pasal 5 ayat

(3), Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,

Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15 ayat (1) huruf b, Pasal 16, Pasal 17,

Pasal 18, Pasal 28, Pasal29, Pasal 30, Pasal 31, Pasa132, Pasal33,

Pasal34, Pasal35, dan Pasal36.

Dana Siap Pakai hendaknya digunakan secara efektif dan efisien, serta

dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip

akuntabilitas dan transparansi. Untuk menghindari kesalahan dan

kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya, disusun

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang

Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat

Bencana.

tentang2008Tahun21NomorPemerintah2. Peraturan

lain pengalokasian an~aran penanggulangan bencana dalam
bentuk dana siap pakai,r

d. Pasal 62 menyatakan bahwa pada saat tanggap darurat, Badan

Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan dana siap pakai

yang disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran Badan Nasional

Penanggulangan Bencana.
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E. Pengertian

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan Iatau
faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian

harta benda dan dampak psikologis.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinetja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan

dan Pengelolaan Bantuan Bencana:

9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional

Penanggulangan Bencana.

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Pemerintah Pusat.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana.

D. Landasan Hukum

c. Ruang Lingkup

Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan

Darurat Bencana ini mengatur pengelolaan dan penggunaan Dana

Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana yang bersumber

dari APBD yang dialokasikan pada anggaran APBD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana.
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2. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa

atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain

berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,

kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan kejadian

antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutarr/Iahan karena
faktor alamo

3. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh

peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa

gagal konstruksij'teknologi, gagal modemisasi, epidemi, wabah

penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran

lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

4. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang

ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas

dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk

menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat,

Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

5. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat

potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman

yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang

akurat oleh instansi yang berwenang dan juga

mempertimbangkan kondisi nyatay dampak yang terjadi di

masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan

oleh Pemerintah Daerah atas usul KepalaBPBD.

6. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan

yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk

menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi

kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,

pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan

pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

7. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan

dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen
(berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan

tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi

masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak

berIangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi

dan rekonstruksi dimulai.
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